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BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PESERTA PROGRAM

RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

BUPATI SINTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12,
Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Bupati Sintang
Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perunjuk
Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja
dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang Tahun
2017, perlu adanya teknis pembayaran tunjangan
khusus guru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan agar Pembayaran
Tunjangan Guru dapat dilaksanakan dengan tertib
dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembayaran
Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah Peserta Program Rintisan Kebijakan Dan
Kinerja Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2017 ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 (Lembaran Nc‘gam_Ropubhk Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagat Und.ang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) ;
ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

; bahan
.gia Tahun 2003 Nomor 47, Tﬂm
i':::tl::l:\:u Negara Republik Indonesia  Nomor

Undang-Und
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= Unda{lg Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Rstcm_ Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44 16};

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50/PMK.07 /2017 Tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No
12 Tahun 2017 tentang Penyaluran Tunjangan
Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan

Penghasilan Guru PNSD;

peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pcngclolaar! Keuangan Da'crah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tal}un 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Dacra_h Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Non:sor 3
Tahun 2013 (Lembaran Da;rgh K?bupaten Sintang

PRt SN NINNE s DA N



cug13?

12 Peratuman 3
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Pasal 1
Desagn Pereruran Supat il vang dimaksud dengan:
I Rabupenen acaizh Kabupaten Sintang,
2 Pemermiah Daerab adalah Pemenntah Kabupaten Sintang.

3. Bupas adzlah Bupad Sintang

2 Trmze adzlah Dinas Pendidiian dan Kebudavaan Kabuparten Sintang
3 kepalz Dinas adalah Kepala Dinas Pencidlkan Dan hebudayvaan

Kaburparen Sintang

& Tim Nasionz! Percepatan Penmanggulangan Kemusionan. vang selanjumya
Aiwetrot TNPZE. adaizh lembega vang cbentuk bDercasarkan Peraruran
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 temiang Percepatan Pemanggulangan
Kermisiomzn vang susunan keanggolaannyva *.elal; diubah dengan
Perz-o—zr Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebegal :Ea;:az; koordinas
Entzs seinor dan Lmtas pemangku Kepenungan G Ungkal pusat unnuk
melzic kan peroepalan DETANEEIlangan kenusionan yang diketua: oleh
Wak| Presiden Fepublk Indonesa dan Denanggung jawad kepada
Presicen Republk Indonesia.

7. Program Rinusan Kebjakan Kinema dan Akuniablias Guru, yang
tchc:::::—n-a w.:t Program Rinusan KIAT Guru, zh pelaksanazn
Kementeriar, Pendickan dan Kebudayaan can TNP2K tentang Program

ineisan Ketrjakan Kinerja Gan Akuntabilitas Guru.

8. Sekoiah ...
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qekolah Peserta Program Rintisan KIAT Guru adalah sekolah dasar

perlokasi di desa sangat terpencil vang di : ;
perdasarkan Keputusan Bupati. g ditetapkan sebagai peserta kegiatan

Guru Peserta adalah semua guru vang bert i
: . J ugas di Sek 2
ditetapkan dengan Keputusan Bupati égintang,g i olah Peserta yang

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai

'é""l‘lﬁ"”‘“ atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam menjalani tugas di
aerain.

Tim Koordinasi D,aem,h vang selanjutnya disebut TKD adalah tim yang
melakukan koordinasi pelaksanaan Program Rintisan Kebijal Kinerja

dan Akuntabiltias Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat pemerintah daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif agar
penvelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen vang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang
ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa
BUD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, mcgnvimpan, membayarkan, menatau§ahakan, dan
mfmpt'rlanggungjaiwabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Formulir Pencocokan Kehadiran Guru yang selanjutnya _disingkat FPKG
adalah formulir yang mencatat kehadiran guru yang didasarkan pada
daflar hadir manual dan daftar hadir elektronik.

22. Formulir ...
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sormulir Layanan G ; ; )
o :jang berisi janji la}l’l;nua‘:lazifl:siim‘mm-"a disingkat FLG adalah formulir
<ampai 8 indikator. an kepala sekolah yang terdiri dari 5

23. Kelompok Pendekatan 1 adalan Sckolah Peserta vy

intervensi dalam bentuk penilaian tinok. :
guru, dan tidak dikaitkan an tingkat kehadiran d

ang mendapatkan

an kualitas layanan
dengan pembayaran tunjangan khusus.

2% Fi?:&osl; d};"i’:;eg:tan 2 a_da}ah Sekolah Peserta yang mendapatkan
lgr:n"u dan pemba natrua‘; p{;nll-alan tingkat kehadiran dan kualitas layanan

& A unjangan kh e S SR
kehadiran guru. , usus dikaitkan dengan tingkat

25. ?{elon’lpolf Pendekatan 3 adalah Sekolah Peserta yang mendapatkan
intervensi dalam bentuk penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan

guru, dan pembayaran tunjangan khusus dikaitkan dengan kualitas
layanan guru.

BAB 11
Tujuan

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah sebagai dasar dalam melakukan pembayaran
tunjangan khusus guru PNSD Peserta Program Rintisan KIAT Guru Tahun
2017.

BAB 111
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

a. Tata cara pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta program
rintisan KIAT Guru yang meliputi tata cara penetapan hasil penilaian dan
pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus.

b. Pengendalian pelaksanaan pemberian tunjangan khusus guru PNSD

peserta program rintisan KIAT Guru yang meliputi pemantauan, pelaporan

triwulanan dan semesteran, pembinaan dan pengawasan serta pengaduan

dan penanganan.

BAB IV
Penerima Tunjangan

Pasal 4

inti KIAT Guru adalah Guru
i i g s dalam Program Rintisan _
:;nseg %&?a;riand?nh Rintisan KIAT Guru yang ditetapkan oleh D“El'l“‘;r“;
Jenderal Guru danngcnaga Kependidikan sebagai penerima tunjangan xust

¢ SKTK}.
melalui Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK}

™SI AT A\
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Khusus dan Tata Cara Pembayaran

Pasa] 5
(1) Besaran tunjangan khysys

sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 3 Li2n KePada guru PNSD
ketentuan sebagai berikyp: sal 3 dihitung per bulan dengan

a. (BSZ%L 'Gmggﬁspzkiik&kglah Kelompgk Pendekatan 1 adalah setara 1!
orang per bulan; Pada golongan /jabatan fungsional vang sama per

b. Bagi Guru PNSD di
Pendekatan 3 dihitun
pada golongan/jabat
kehadiran atau kuali

Sekolah Kelompok Pendekatan 2 dan Kelompok
g berdasarkan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan
an fungsional dengan memperhitungkan tingkat
tas layanan guru bersangkutan per bulan

Dalam hal 'tingkat kehadiran guru PNSD di Sekolah Kelompok
Pendekatan 2 kurang dari 85° (delapanpuluh lima persen). maka

tunjangan khusus bagi guru bersangkutan pada bulan berkenaan tidak
dapat dibayarkan

d. Besaran tunjangan khusus yang dibayarkan kepada Guru PNSD untuk
bplan Desember Tahun 2017 tidak memperhitungkan hasil penilaian
tingkat kehadiran atau kualitas layanan guru bersangkutan

e. Besaran tunjangan khusus yang bertepatan dengan jadwal libur
kalender akademik dibayarkan tanpa memperhitungkan tngkat
kehadiran atau kualitas layanan guru bersangkutan pada harn libur.

(2) Tata cara penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan guru PNSD
peserta program rintisan KIAT Guru untuk masing-masing kelompok
pendekatan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis mengenai organisasi dan
tata kelola penilaian lavanan program rintisan KIAT Guru.

Pasal 6

(1) Pembayaran tunjangan khusus guru PNSD dilakukan setap triwulan ke

rekening guru bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

' -aran tunjangan khusus guru PNSD dilakukan setelah Kepala Dinas

" IF:glggpkan hasfil pgcnilaian tingkat kehadiran dan kualitas lavanan guru
setiap triwulan | s
< i kan hasil penilaian seba_gaxma.na. dxmgksu pada

o Z;gfj a)Dmign:x:)i? 7 hari kerja setelah hasil penilaian ditenma oleh
Kepala Dinas g L it

i ih bavar karena Ke an perhitun

: iadi kurang/lebih bayar xare . : g% e

(4) Zilﬂce::fgsgmn administragi hasil per?;{laxax‘x’;3 maka pembayaran kurang,
lebih dapat dilakukan pada triwulan berikutn)

. PNSD Program Rintisan RIAT
. oo Khusus kepada Guru ‘
2 gtxnt}:a;:;:? E:ii?tgkamn sesuai dengan ketentuan peraturan i

undangan yang berlaku.
iRl Sien
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(6) Sisa dana lunje_mgan khusus guru PNSD peserta program rintisan KIAT
Guru pada akhir tahun anggaran 2017 dikelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

Tata cara pembayaran dan pengendalian pelaksanaan pemberian tunjangan
khusus bagi guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru tercantum dalam
!,a.mplmn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

mni.

Bab VI
Pelaporan

Pasal 8

{1} Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pembayaran tunjangan khusus
program rintisan KIAT Guru setiap triwulan.

(2) Laporan sebagaimana pada ayat (1}, disampaikan kepada Sekretaris
Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Daerah Program Rintisan KIAT Guru.

(3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) merupakan salah satu bahan
pengawasan, pembinaan, dan monitoring e¢valuasi proses pembayaran

tunjangan khusus guru PNSD peserta program rintisan KIAT Guru.

BADB VIl
Penghargaan

Pasal 9
kan penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau

lai dapat menjadi contoh dan melakukan praktik baik
tisan KIAT Guru, dan penilaian dilakukan oleh

Bupati dapat memberi
Guru Peserta yang dini .
dalam pelaksanaan program rin
Dinas.

BAB VIII
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pembinaan atas pclgksanaan
pc,f,b;yamn tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT
Guru.

(2) Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan setiap triwulan terhadap
pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program
Rintisan KIAT Guru.

13) P sz wasan pembayaran tunjangan khusus dilakukan
) Pembinaan dan pengr al maupun internal sesual ketentuan peraturan

oleh pengawas esktern
permindane — nndangan vang berlaku.
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BAB X
Penutup

Pasal 11

Peraturan Bup{ati ini mulai berlaku sejak tan ditetapkan, d
dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2017. ] ac & o s

Agar setza% orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal / § ApR/L. 2017

BUPATI SINTANG,

\IJAROT WINARNO

£

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 ¥ Axit 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

v
oy, |

YOSEPHA HASNAH

Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 33
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LAMPIRAN

PERAT
PETU:JRJ: TB;;’:;I‘; ilgTANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
PEGAWAL NE MBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS GURU
5 GERI SIPIL DAERAH PESERTA PROGRAM
INTISAN KIAT GURU TAHUN ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM RINTISAN KIAT GURU

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PESERTA
PROGRAM RINTISAN KIAT GURU

KABUPATEN SINTANG
2017



